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Abstract

This study discusses community seruice from the perspective of
the punishment theory using secondary and primary data-

Secondary data collection, obtained from literatures study, is aimed

to gather pimary and secondary, as well as tertiary legal materials.

Primary data cottection is conducted by making interviews with

competent resource perstons. The resulb of this study concluded

that the enactment of community seruice order refers to the

rehabititation theory fhaf focuses on individual characteristics of
the defendant who need healing and intefierence of others. ln

several countries studied, community seruice order has been

property regutated and implemented. Although it has been

considered effective as an alternative to imprisonment, the

implementation of this sanction is still facing problem. This study

recommendsthereforethat publichearing is needed to know public,

especially stakehotders', response to the implementation of the

community service order.

Keywords: community servtce orden shott prison sentence, imprisonment,

rehabilitation

Abstrak

Lahirnya gagasan mengenaipidana kerja sosialantara lain karena

kritik terhadap eksistensi dan efektivitas pidana penjara jangka

lpeneliti Madya Bidang Hukum Pidana pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi

(p3Df ) Sekretariat Jenderal DPR Rl.Alamat em ail: lidvadhi@vahoo.com. lidva.widavatl@dorao.id.
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pendek. Penelitian ini mengkaji pidana kerja sosial dari perspektif
teori pemidanaan dengan menggunakan data sekunder dan data
primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi
kepustakaan sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pidana kerja sosial mengacu
pada teori rehabilitasi yang memusatkan perhatian pada
karakteristik individu dari terdakwa yang membutuhkan
penyembuhan dan campur tangan pihak lain. Meskipun dinilai
efektif, pelaksanaan pidana ini di beberapa negara juga
menghadapi permasalahan. Hasil penelitian ini memberikan
rekomendasi antara lain agardilakukan uji publik untuk mengetahui
bagaimana penerimaan masyarakat atau pihak-pihak yang
berkepentingan terhadap penerapan pidana tersebut.

Kata Kunci: pidana kerja sosial, pidana penjara jangka pendek, pidana penjara,
rehabilitasi

l. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (RUU KUHP) Draf Tahun 20122 memuat ketentuan mengenai
pengembangan sanksi pidana alternatif terhadap pidana penjara jangka
pendek, antara lain dengan pidana kerja sosial (PKS). Latar belakang yang
mendorong lahirnya gagasan mengenai PKS antara lain adanya kritik tajam
terhadap eksistensi dan efektifitas pidana penjara terutiama pidana penjara
jangka pendek.

Jika dibandingkan dengan pidana penjara jangka panjang, pidana
penjara jangka pendek memilikisemua kelemahan pidana penjara, tetapitidak
memiliki satupun aspek-aspek positif darinya.3 Konsepsi yang dikembangkan
tentang tugas-tugas hukum pidana terkait erat dengan perjuangan menentiang
penggunaan pidana penjara jangka pendek yang secara pedagogis sia-sia
dan merugikan terpidana. Wolf Middendorf, Johannes Andenaes,a Lombroso,

2Buku I RUU KUHP, Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Rl, Dnf Tahun 2012.
3D. Schaffrneister, De Kofte Vriiheidsstrcf als Wijetiidsstnf, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1 991 , hat.
15.
{Barda NawawiArief, Kapita selekla Hukum Pidana, Bandung: citraAditya Bakti, 2010, hal. 39 -
40.
sMuladi, Lembaga Pidana Bersyant, Bandung: Alumni, 2008, hal. 34.
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Barners dan Teeters,s mengkritik penggunaan pidana penjara jangka pendek'

wolf Middendorf misalnya, mengemukakan bahwa pidana penjara jangka

pendek dalam kasus luven ite deti nq ue ncy dapat meng hasilkan residivis sama

ha|nyadenganpidanapenjarajangkapanjangdanpidanapenjarajangka
pendek tidak mempunyai reputasiyang baik'6

Langkahuntukmenghindaripenggunaanpidanapenjarajuga
dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa suatu pikiran yang

riil dan akan merupakan suatu yang menguntungkan sekali, jika hakim

menahan diri pada waktu menentukan dan mempertimbangkan pidana

penjara. Hal ini terkait dengan pengaruh buruk pidana penjara bagi masa

depanseseorang.TPadakenyataannya,diLPberkumpulorang-orangyang
tentunya bukan orang-orang yang paling baik dari masyarakat yang

bersangkutan.s
Terkait dengan pengaruh buruk penjara bagi narapidana' muncul

kecenderungan untuk mencari alternatif pidana penjara. Kecenderungan

tersebut dikemukakan dalam The Fourth tJnited Nafions (uN) congress on

the Prevention of cime and the Treatment of offenders (1970) dan the Fifth

IJN Congress on the Prevention of crime and the Treatment of offenders

(1975) serta dibicarakan pula dalam the Consuttative Assembly of the Council

of Europe.e selanjutnya pada tahun 2005, pertemuan expert yang

diselenggarakan oleh IJN Office on Drugs and crime (uNoDC) di wina

mengeluark an Handbook of Basic Principtes and Promising Practices on

Atternatives to lmprisonmenf. Dalam Handboo| tersebut terdapat beberapa

alternatif pidana penjara, antara lain yaitu community service order (pidana

kerja sosial).to
Di beberapa negara, PKS telah diatur dan diberlakukan. Meskipun

sukses, sejak tahun 1970 hingga tahun 1989,11 lebih dari 35.000 dilaksanakan

cSo setiap tahun, terdapat kesulitan terutama yang berkaitan dengan pelaku

yang gagal bekerja. selain masalah ketidakhadiran pelaku, sebagian pihak

'"ng"ngg"pCsosebagaikerjapaksa.12Pene|itianmengenaicso

u garda l,la*awiArief, Kapita Selekta Hukum Pidana, hal' 40'
TRoeslan Saleh, Dan Le 

^b"o, 
Kepustakaan Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 1988, hal'

67.
BDjoko prakoso , Masalah Pembeian Pidana Dalam Teoi dan Praktek Peradilan, Jakarta: Ghalia

Indonesia, 1984, hal. 178.
eMuladi dan Barda ttawawi, Teoi-Teori dan Keb'tjakan Pidana, Bandung: Alumni, 1992' hal' 76'

1olbid.,hal28 - 39.
llArtikel ini ditulis pada tahun '1989.
l2Baca E. Utrecht, nangkaia'n sari Kutiah Hukum Pidana /, surabaya: Pustaka Tinta Mas' 2000'

hal.19, hal.31 dan hal. 33.
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menunjukkan pertentangan mengenai cara terbaik mengabsi ketidakhadiran

pelaku dalam menjalankan CSO.13

B. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

PKS sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek telah diakomodir dalam

RUU KUHP. Sanksi pidana inibelum pernah diaturdan diterapkan di Indonesia

sehingga perlu kajian dan analisa mengenai keselarasan pidana tersebut

dengan prinsip-prinsip dalam teori pemidanaan rehabilitasi dan bagaimana
penerimaan masyarakat, terhadap sanksi PKS serta bagaimana pengaturan

pidana tersebut di negara-negara lain yang sudah menerapkannya. Dari kajian

tersebut diharapkan dapat ditarik kesimpulan mengenai pengaturan PKS di

Indonesia dengan dilandasi teori pemidanaan yang tepat dan hal-hal yang

mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan PKS sudah diketahuidan dapat

diantisipasi sejak awal.
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut maka penelitian

ini akan difokuskan pada pokok-pokok pertanyaan berikut:

1. apakah sanksi pidana kerja sosialdalam RUU KUHP selaras dengan prinsip

dasar dan tujuan pemidanaan dalam teori pemidanaan rehabilitasi?

2. bagaimana pengaturan pidana kerja sosial di negara-negara lain?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Pidana Kerja Sosial SebagaiAlternatif Pidana Penjara

Jangka Pendek bertujuan untuk mengetahui:
1. keselarasan sanksipidana kerja sosialdalam RUU KUHP dengan prinsip

dasar dan tujuan pemidanaan dalam teori pemidanaan rehabilitasi.
2. pengaturan pidana kerja sosial di negara-negara lain.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi
penelitian-penelitian lain mengenai PKS khususnya bagaimana penerapan

atau pelaksanaan PKS di masyarakat dan bagaimana pengawasannya.
Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis,
sebagai bentuk dari pengembangan hukum pidana, terutama mengenai
kebijakan negara tentang pidana dan pemidanaan dan memberikan
sumbangan pemikiran untuk kepentingan pembaruan hukum pidana nasional.

raShidarta, Utilitaianisme, Jakarta: Universitas Tarumanagara, 2007, hal. 8.
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sedangkan secara praktis penelitian inijuga diharapkan dapat menjadi

bahan pemikiran bagi DPR Rl dalam pembahasan RUU KUHP terutama

mengenai kebijakan pengaturan sanksi PKS'

D. Kerangka Teori

Jeremy Bentham menyatakan bahwa hukum harus mampu

mendatangkan kemanfaatan (utilitas) bagi setiap individu.ll Bentham

menerapkan salah satu prinsip darialiran utilitarianisme ke dalam lingkungan

hukum, yaitu manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang

sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. ukuran baik-buruknya suatu

perbuatan manusia tergantung kepada apakah perbuatan itu mendatrangkan

kebahagiaan atau tidak.15

Menurut Bentham, hukum harus mengusahakan kebahagiaan

maksimum bagi tiap-tiap orang yang merupakan standar etik dan yuridis dalam

kehidupan sosiat. Hak-hak individu harus dilindungidalam kerangka memenuhi

kebutuhan-kebutuhannya.ro Dalam halini, pemidanaan harus bersifatspesifik

untuk tiap kejahatan, dan berapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi

jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya Penyerangan-

p"ny"r"ng"n tertentu. Pemidanaan hanya bisa diterima apabila ia memberikan

harapan bagitercegahnya kejahatan yang lebih besar'17

Bentham selanjutnya berpendapat bahwa pembentuk uU hendaknya

melahirkan UU yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu'

Denganberpegangpadaprinsiptersebut,perundanganituhendaknyadapat
memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat

(the greatesthappinessforthe greatest number).18 Berkaitan dengan pemikiran

Bentham mengenai pemidanaan yang harus bersifat spesifik untuk tiap

kejahatan dan UU harus dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu

maka peneliti akan menggunakan teori pemidanaan rehabilitasi sebagai teori

pemidanaan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Rehabilitafionre secara

harafiah berarti memperbaiki. Tujuan utama rehabilitasi adalah untuk

memperbaiki, memperbaharui pelaku yang telah dijatuhi pidana ke dalam

@ dan lraThania Rasjui, Pengrantar Fitsfat Hukum, Bandung:

Penebit Mandar Maju, 2002' hal. 60.
165. prakash Sintra, Oatam 

'g"."rd 
L. Tanya dkk, Ieori Hukum Stntegi Teftib Manusia Lintas

niang Aan Generasi Yogyakartra: Gentra Pub-Li:hing, 2010' hal' 91'

"S"tjt'pto Rahadjo dalamiili Rasjidi dan lra Thania Rasjidi' hal' 61'
iElDtd., hal. 61.
19 Garner, "B|ack's Law Dic{ionary' ninth editions, St Paul, MN: 2009' hal' 131 0. Rehabilitation in

qimina! taw is the prooess of see king to improve a ctiminal's chancter and outlook so that he or

she can functbn ii srchty without nmmitting other crimes'
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tempat yang sesuai di dalam masyarakat dengan memberikan kombinasi
antara pencegahan, pendidikan dan latihan.

Rehabilitasi memusatkan perhatian pada karakteristik individu dari
pelaku kejahatan yang membutuhkan penyembuhan dan campurtangan pihak

lain. Penyembuhan individual ini secara logis konsisten dengan bentuk
pemidanaan indeterminasi yang memberi keleluasan kepada hakim untuk

memberikan pengurangan pidana sesuai dengan diskresinya untuk
membebaskan atiau menghukum pelaku demi masa depannya.2o Dengan

demikian, teori rehabilitasi lebih berorientasi kepada pelaku (pelanggar)

daripada pelanggarannya.2l

Menurut Robert D. Pursley tujuan rehabilitasi berkaitan dengan
perilaku kejahatan yang tidak normalatau beberapa bentuk kekurangan dalam

kejahatan. Dikatakan bahwa perilaku manusia adalah hasil akibat dari sebab

sehingga dalam hubungan efektivitas dengan beberapa perilaku menyimpang,

berbagai sebab ini harus diidentifikasi dengan fisik mereka, moral, mental,

sosial, kejujuran atiau pendidikan. Masalah-masalah narapidana didiagnosa
dan diklasifikasikan untuk perawatan, dan diperbaiki melaluiterapi psikologi,

konseling, pendidikan atau latihan kejujuran.2

E. Metode Penelitian

1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Provinsi Balidan Yogyakarta selama 7 hari,

masing-masing tranggal 17 -23 April 2011untuk Provinsi Yogyakarta dan

tanggal 19-25 Juni2011untuk ProvinsiBali. Pertimbangan memilih 2 provinsi

tersebut karena di Bali dan Yogyakarta terdapat LP yang banyak dihuni oleh
narapidana dengan pidana penjara dibawah 1 tahun.

2. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan
data prlmer. Pengumpulan datra sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan
yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder
dan bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang

' Terance D Miethe dan Hong Lu, Punishment A Compdntive Historical Perspedive, Cambridge
University Press, 2005, hal. 23.
2t Sue Titus Reid, Ciminal Lau Edisi Ketiga, New Jersey: Pentice Hall, Englewood Clitrs, 1995,
hal. 8.
,2tbid.
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digunakan adalah peraturan yang berkaitan dengan PKS (peraturan/undang-

undang atau KUHP di negara lain). Bahan hukum sekunder yang digunakan

adalah RUU KUHR hasilpenelitian, hasilkarya ilmiah, dan buku-buku ilmiah

mengenai PKS dan pemidanaan. Sebagai bahan penunjang yang memberikan
petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder digunakan

kamus hukumyang berkaitan dengan PKS dan pemidanaan.

Berkaitan dengan data empiris sebagai data pendukung dalam
penelitian ini yaitu berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara.

Wawancara dilakukan kepada pakar hukum pidana, aparat kepolisian, hakim,
petugas LP, dan pihak rumah sakit.

3. Metode Analisis Data

Datra yang telah terkumpul melalui serangkaian teknik pengumpulan

data di atas dianalisis secara kualitatif-normatif. Tiga langkah yang dilakukan
dalam analisis datra kualibtif ini, yaitu: reduksi data, analisis data dengan

menggunakan teori rehabilitasi, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data

dilakukan melaluiediting dan kategorisasidata sesuai dengan masalah dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Setelah dilakukan reduksi

data, langkah selanjutnya penyajian data dan penarikan kesimpulan.

ll. Hasil dan Pembahasan

A. Keselarasan Sanksi Pidana Kerja SosialDalam RUU KUHP Dengan Prinsip

Dasar Dan Tujuan Pemidanaan DalamTeori Pemidanaan Rehabilitasi.

Pengaruh buruk LP semakin parah dengan adanya kondisi
overcrowded di hampir semua LP di lndonesia. Beberapa hasil penelitian

menunjukkan bahwa kondisi ove rcrcwded tidak dibarengi dengan peningkatan

sarana dan prasarana yang memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana

LP berpengaruh terhadap masalah rehabilitasi dan penempatan narapidana.

LP belum dapat mengklasifikasikan narapidana berdasarkan usia dan lama

pidana yang dijatuh kan. Overcrowded juga mempengaruhi ang garan negara

karena biaya makan penghuni menjadi meningkat. Sarana dan prasarana

yang sudah sangat minim untuk melaksanakan rehabilitasi menjadi semakin

minim, karena dana terkonsentrasi untuk menanggulangi makan narapidana.

Kondisi tersebut berpengaruh buruk terhadap narapidana yang dipidana
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jangka pendek dengan narapidana yang dipidana jangka panjang dan
narapidana pemula dengan narapidana residivis.23

Dari 5 LP yang ada di wilayah Bali (LP Denpasar, LP Singaraja, LP

Karangasem, LP Tabanan, dan LP Anak Gianyar), 3 LP (LP Denpasar, LP

S i n garaja, dan LP Tabanan) men galami ove rcrowded. Kapasitas LP Denpasar

adalah 323 orang tetapi pada bulan Maret 2011 dihuni oleh 1054 narapidana.2a

Selanjutnya pada bulan Juni 2011 narapidana di LP tersebut meningkat
menjadi 1092 orang.25 LP Tabanan dengan kapasitas 47 orang dihuni oleh

106 narapidana. Sedangkan LP Singaraja dengan kapasitas 78 orang dihuni

oleh 195 orang.26Overcrowded juga terjadi di LP Sleman, data registrasi dan
statistik tanggal 21 April 2011 penghuni LP beriumlah 423 orang (204 tahanan

dan 219 narapidana), padahal kapasitas dari LP tersebut hanya untuk 163

orang.2TDemikian pula LP Sleman-Yogyakarta yang memiliki kapasitas 163

orang tetapi diisi oleh 417 penghuni LP (207 narapidana dan210 tahanan).

Namun kondisi berbeda terdapat di LP Wirogunan Yogyakarta yaitu dengan

kapasitas huni 750 orang namun diisi oleh 322 orang narapidana (307 laki-

laki dan 15 perempuan).

Overcrowded LP juga mengakibatkan pembinaan tidak efektif karena
petugas LP lebih menekankan pada aspek keamanan daripada aspek
pembinaan. Program pembinaan juga tidak dapat diterapkan dengan maksimal
kepada narapidana jangka pendek.28 Karena jangka waktu yang pendek,

narapidana tersebut hanya mendapatkan pembinaan keagamaan dan
kerohanian, pembinaan jasmani (olahraga), dan penyuluhan HIV/AIDS. Saat

dimana mereka mendapatkan pembinaan tersebut justeru memungkinkan
terjadinya komunikasi yang tidak dihendaki (terjadinya pertukaran
pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan tindak pidana). Beberapa
dari narapidana jangka pendek yang sudah menjalani pidananya menjadi

23Beberapa hasil penelitian yaitu yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan HAM
Departemen Kehakiman dan HAM Rl pada tahun 2003 di LP Kelas I Tanjung Gusta Medan, LP
Kelas ll A Denpasar, LP Kelas ll A Menado, LP Kelas ll A Mataram, dan LP Kelas I Cipinang-
Jakarta; penelitian oleh Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan
HAM Rl pada tahun 2006 di LP Kelas lMalang, LP Kelas ICipinang, dan LP Kelas ll Palu; penelitian
oleh Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM Rl pada tahun
2006 di LP Anak Kupang, LP Anak Blitar, LP Anak Palembang, dan LP Anak Tangerang.
24Data registrasi dan statistik bulan Maret 201 1 , Kementerian Hukum dan HAM Rl, Kantor Wilayah
Bali.
2sData NarapidanaPemasyarakatan, Senin 20 Juni 2011, Lembaga Pemasyarakatan Klas llA
Denpasar.
sData registrasi dan statistik bulan Maret 201'1, op.cit.
2lA/awancara denganAris Bimo (Kasubag TU LP Sleman Yogyakarta), 21 April20'l'1.
2sWawancara dengan Kepala LP Klas ll A Denpasar pada tanggal 20 Juni 2011 .
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residivis.2e Dengan demikian salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk

membuat pelaku menjadi orang baik (kembali) tidak tercapai ketika pelaku

menjadi redidivis.

oleh karena itu, masalah keb'rjakan menetapkan jenis sanksipidana

tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam

pemidanaan. Dengan kata lain, perumusan tujuan pemidanaan diarahkan

untuk dapat membedakan sekaligus mengukur sejauh mana jenis sanksi,

baik yang berupa "pidana" maupun 'tindakan' yang telah ditetrapkan pada

tafrap feUijakan legislasi itu dapat mencapaitujuan secara efektif' Dalam hal

ini, usulan adanya PKS dalam RUU KUHP memerlukan kajian dan penjelasan

mengenai dasar pembenaran dan tujuan dari keberadaan sanksi pidana

tersebut.
Berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku, dalam RUU KUHP telah

dirumuskan tentang tujuan dan pedoman pemidanaan. Dirumuskannya hal

tersebut bertolak dari pokok pemikiran bahwa sistem hukum pidana

merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (purposive sysfem) dan

pidana hanya merupakan alaUsarana untuk mencapaitujuan. "Tujuan pidana'

merupakan bagian integral (subsistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan

(sistem hukum pidana) disamping subsistem lainnya, yaitu subsistem "tindak

pidana',,,pertianggungjawaban pidana (kesalahan)', dan'pidana'. Perumusan

tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/

pengarah dan sekaligus memberikan dasar filosofis, rasionalitas, motivasi,

dan justifikasi pemidanaan.s
Mengenaitujuan pemidanaan dalam RUU KUHP antara lain ditentukan

bahwa pemidanaan bertujuan memasyarakatkan terpidana dengan

mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.

Selain itu juga dinyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk

menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Sedangkan dalam

pedoman pemidanaan, hakim wajib mempertimbangkan antara lain riwayat

hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana serta

pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana'

@.Ti|aar(Kepa|asatuanPen9amananLPWirogunan
yogyakarta) tanggat 19 Apii 20i i , Aris Bimo (KasubbaS IU LP Sleman 

-Yogyakarta) 
tanggal 21

npii ZO1,'siswlinto (Kepala LP Klas llA LP Denpasal Ba[; tanggal 2O Juni2011' Sutaryadi

(Kepa|aBapasDenpasar)tangga|20Juni2011,IWayanGampi|(Kepa|a.LP]GrangasemBa|i)
tanggal22 juni2011'. Keterang[-n yang sama juga disampaikan oleh_Kepolisian Daerah Yogyakarta

tan6iar20April2011danKepo|isianDaerahBa|itanggal21Juli
.;el;da Nawawi Arief, Pemiaharuan Hukum Pidana Dalam Perspktif Kajian Perbandingan,

Bandung: Citra Adi$a Bakti, 2011, hal. 276.
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Sistem pemidanaan yang dituangkan dalam RUU KUHP
dilatarbelakangi ide dasar atiau prinsip-prinsip antara lain: ide keseimbangan

monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan
individu; ide keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku/

"offendef (individualisasi pidana) dan "victirn" (korban); ide mengefektifkan
"noncustodial measures (alternatives to imprisonment)"; ide elastisitas/
fleksibilitias pemidanaan ('elasticity/flexibility of sentencing"); ide perubahan/
penyesuaian pidana ("modification of sanction", the alteration/annulmenU
revocation of sanction", "redetermining of punishmenf');ide subsidiaritas dalam

memilih jenis pidana; ide permaafan hakim (rechterlijk pardon"/'judicial
pardon").31

Beberapa prinsip tersebut pada dasarnya merupakan perkembangan

pembaruan pidana dan pemidanaan ke arah ide individualisasi pemidanaan.

lde ini mengacu pada teori rehabilitasi yang mempunyai asumsi bahwa
penjahat merupakan orang sakityang memerlukan pengobatan. Seperti dokter
yang menuliskan resep obat, penghukum (hakim) harus menjatuhkan
hukuman yang diprediksikan paling efektif untuk membuat para penjahat

menjadiorang baik kembali. Hukuman dijatuhkan harus cocok dengan kondisi
penjahat, bukan dengan sifat kejahatannya.

Bertolak dari prinsip dasar pemidanaan dalam RUU KUHP yang

mengacu pada ide individualisasi pemidanaan maka dalam menjatuhkan
sanksi pidana, hakim wajib mempertimbangkan: kesalahan pelaku; motif dan

tujuan melakukan tindak pidana; sikap batin pelaku; tindak pidana yang

dilakukan apakah direncanakan atau tidak; cara melakukan tindak pidana;

sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; riwayat hidup,

keadaan sosial, dan ekonomi pelaku; pengaruh pidana terhadap masa depan
pelaku; pengaruh tindak pidana terhadap korban/ke-luarga korban; pemaafan

dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau pandangan masyarakat terhadap

tindak pidana yang dilakukan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku,
atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian,

dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau
mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan
kemanusiaan.

Selanjutnya bagaimana dengan sanksi PKS? Apakah pidana ini
mengacu pada ide individualisasi pemidanaan yang merupakan prinsip dasar
dan tujuan pemidanaan dalam teori pemidanaan rehabilitasi? Sebagaimana
penjelasan umum RUU KUHPdisebutkan bahwa PKS merupakan jenis pidana

31lbid.
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baru yang perlu dikembangkan (bersama pidana pengawasan dan pidana

denda) sebagai alternatif dari pidana penjara jangka pendek (short prison

sentence)yang akan dijatuhkan oleh hakim, sebab dengan pelaksanaan ketiga

jenis pidana ini terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa

bersalah, disamping untuk menghindari efek destruktif dari pidana penjara.

Demikian pula masyarakat dapat berinteraksi dan berperan serta secara aktif

membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar

dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat'

Dari penjelasan umum tersebut dapat disimpulkan bahwa PKS

mengarah pada ide individualisasi pemidanaan yang mengacu pada teori

rehabilitasi. Hal ini dapat disimpulkan dari tujuan pelaksanaan pidana tersebut

yaitu untuk membebaskan diridari rasa bersalah, menghindari efek destruktif

dari pidana penjara, agar masyarakat dapat berinteraksi dan berperan serta

secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya.

Teori rehabilitasi memusatkan perhatian pada karakteristik individu dari

pelaku kejahatan yang membutuhkan penyembuhan dan campur tangan pihak

lain. Penyembuhan individual ini secara logis konsisten dengan bentuk

pemidanaan indeterminasi yang memberi keleluasan kepada hakim untuk

memberikan pengurangan pidana sesuai dengan diskresinya yaitu

menghukum, mengurangi hukuman atau membebaskan pelaku dari hukuman

demi masa depannya.32

Menurut Robert D. Pursley tujuan rehabilitasi berkaitan dengan perilaku

kejahatan yang tidak normal atau beberapa bentuk kekurangan dalam

kejahatan. Dikatakan bahwa perilaku manusia adalah hasil akibat dari sebab

sehingga dalam hubungan efektivitas dengan beberapa perilaku menyimpang,

berbagai sebab ini harus diidentifikasi dengan fisik, moral, mental' sosial,

kejujuran atau pendidikan mereka.33Oleh karena itu, apabila hakim akan

menjatuhkan PKS maka hakimwajib mempertimbangkan hal halyang bersifat

individual pada diri pelaku, yaitu: pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana

yang dilakukan; usia layak kerja terdakwa sesuaidengan ketentuan peraturan

perundang undangan; persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai

tujuan dan segala halyang berhubungan dengan PKS; riwayat sosial terdakwa;

perlindungan keselamatan kerja terdakwa, keyakinan agama dan politik

terdakwa; dan kemampuan terdakwa membayar pidana denda'

lde individualisasi pemidanaan diperkuat dengan adanya ketentuan

Pasal 71 RUU KUHP yang menentukan bahwa dengan tetap

mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan maka

hakim diharapkan tidak menjatuhkan pidana penjara apabila ditemukan antara

ffi hment A comparative, hal. 23.

Pidana Keq'a Sosia/....'. 579



lain keadaan sebagai berikutyaitu: terdakwa berusia di bawah 18 tahun atau

di atas 70 tahun; terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;

kerugian dan penderitiaan korban tidakterlalu besar; terdakwa telah membayar
ganti kerugian kepada korban; terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana

yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar; tindak pidana terjadi

karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain; korban tindak pidana

mendorong terjadinya tindak pidana; tindak pidana tersebut merupakan

akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi; kepribadian dan
perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana

yang lain; pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi

terdakwa atau keluarganya; pembinaan yang bersifat non-institusional
diperkirakan akan cukup berhasil untuk diriterdakwa; penjatuhan pidana yang

lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan

terdakwa; atau terjadi karena kealpaan.
Dari rumusan Pasal 71 RUU KUHP tersebut maka hakim diberi

kebebasan untuk tidak menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan yang

bersifat individual pada diri pelaku. Dalam hal ini, hakim dapat menjatuhkan

PKS apabila pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 bulan

atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda Kategori l.s PKS tidak dibayar

karena sifatnya sebagai pidana (work as a penalty), oleh karena itu
pelaksanaan pidana ini tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat
komersial.

Pasal 86 RUU KUHP menentukan bahwa PKS merupakan pidana
penggantiatas pidana penjara atau pidana denda. Sebagaipengganti pidana
penjara yaitu apabila pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6
bulan. PKS dapat dijatuhkan kepada terdakwa dengan syarat hakim tidak
menjatuhkan pidana penjara lebih dari 6 bulan. Dengan demikian, penjatuhan

PKS tidak ditentukan oleh ancaman sanksi pidana atas tindak pidana yang
dilakukan terdakwa melainkan ditentukan lamanya sanksi pidana penjara yang
akan dijatuhkan oleh hakim kepada terdakura.

Menanggapi persyaratian tersebut beberapa pakar hukum pidanas yang
menjadi informan dalam penelitian ini, berpandangan bahwa sebaiknya

sRobert D. Pursley, dalam Mohammad Taufik Makarao, hal. 64
sBerdasarkan Pasal 80 ayat (3) RUU KUHP maka pidana denda paling banyak ditetapkan
berdasarkan kategori, yaitu:kategori I Rp6.000.000,00 (enam iuta rupiah); kategori ll
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); kategori lll Rp120.000.000,00 (seratus dua putuh juta
rupiah); kategori lV Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); kategori V Rp1.200.000.000,00
(satu miliar dua ratus juta rupiah); dan kategod Vl Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar ru-
piah).
sEdy O.S. Hieriej (guru besar hukum pidana UGM), Salman Luthan (dosen hukum pidana Ull,
hakim agung lvlA), Topo Santoso (dosen hukum pidana Ul), Surastini Fitriasih (dosen hukum pidana
Ul), danAbdul Kholik (dosen hukum pidana Ull).
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alternatif penjatuhan PKS tidak hanya karena hakim menjatuhkan vonis pidana

penjara dibawah 6 bulan. syarat maksimal pengancaman pidana penjara

terhadap suatu tindak pidana juga perlu menjadi syarat alternatif penjatuhan

PKS. Misal, alternatif PKS dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan

hakim menjatuhkan vonis berupa pidana penjara kurang dari6 bulan.

B. Pengaturan Pidana Keria Sosial Di Negara-Negara Lain.

upaya mencari alternatif pidana penjara terkait dengan beberapa

permasalahan yaitu: pertama,masalah hak asasi manusia (HAM). Kebebasan

individu adalah salah satu dari HAM yang paling fundamental yang diakui

baik dalam instrumen internasional mengenai HAM maupun konstitusi nasional

seluruh dunia. Pemerintah wajib memilikialasan pembenar untuk penggunaan

sanksi pidana penjara yang diperlukan untuk mencapai tujuan sosial.

Hilangnya kebebasan selama di penjara tidak dapat dihindari tetapi, dalam

praktek, penjara secara teratur bertentangan dengan beberapa HAM

lainnya.30
Kedua, biaya pemenjaraan di seluruh dunia sulit untuk dikalkulasi'

Biaya tersebut termasuk biaya bangunan dan administrasi penjara, makan,

dan merawat narapidana. Selain itu, terdapat biaya tidak langsung atau

konsekuensial yang dapat mempengaruhi komunitas lebih luas dari adanya

kondisi buruk seperti narapidana yang mempunyai penyakit TBC dan AIDS,

terutama ketika terjadi overcrowded. Ketika narapidana dibebaskan, mereka

dapat berkontribusi lebih lanjut dalam penyebaran penyakit tersebut.3T

Ketiga, pemenjaraan terlalu banyak digunakan. sangat penting bagi

para pembuat keb'rjakan melihat dari dekat siapa yang berada di penjara,

mengapa mereka ada di sana, dan untuk berapa lama mereka ditahan. Data

selalu mengungkapkan bahwa tahanan secara tidak proporsional berasal

dari orang-orang yang paling miskin dan kelompok yang paling rentan dalam

masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang melakukan pelanggaran kecil

atau non-kekerasan atau mungkin menunggu persidangan untuk jangkawaktu

yang panjang. Bagi mereka, penjara mungkin tidak cocok sama sekali.

Alternatif pidana penjara harus menjadi titik utama sebagai langkah awal untuk

men g hi ndari over-keterg antun gan pada penjara.3s

$ United Nations-office on Drugs and crime, Handbook of Basic Pinciples, hal. 4 -7 .

37Pada tahun 2010, pengeluaran uiay" untuk penyelenggaraan pemasyarakatan di LP seluruh

f ndonesia adalah sebesar Rp.2 .220.256.709,-.Tahun 2011, anggaran tersebut meningkat menjadi

Rp.4.356.1 25.356,-. (Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM

Rt).
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Survey yang dilakukan oleh Councilof Europe menggambarkan bahwa

terdapat lebih kurang 22 alternatif pidana penjara di Eropa. Hal ini memberikan

gambaran bahwa pidana penjara sekalipun sulit ditiadakan tetapi tidak disukai,

sehingga sejauh mungkin harus dihindari dan dicarikan alternatif lain.3e Di

beberapa negara, alternatif terhadap pidana penjara adalah PKS. Pidana ini

dikenal dengan beberapa istilah yaitu: community seruice order, community
punishment order, atau community service. PKS telah diberlakukan di

beberapa negara,4 antara lain:

l.lnggris
Di lnggris, CSO telah diperkenalkan sejak tahun 1972. Dari awal

pemberlakuannya terjadi peningkatan penggunaan sanksi tersebut secara

permanen. CSO sering dianggap sebagai sanksi pidana yang paling imajinatif

dan berharga pada abad ini, karena menggabungkan unsur pidana dan

reparasi terhadap pelaku. Dengan demikian memiliki daya tarik yang luas

dalam spektrum hukum Pidana.4r
Berdasarkan Secfrbn 46 of the Powers of Criminal Courts (Sentencing)

Act 2000, setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun atau setiap orang

yang telah mencapai usia 16 tahun yang melakukan pelanggaran yang

diancam dengan pidana penjara, pengadilan dapat memerintahkannya untuk

melakukan CSO. Terpidana melakukan peke$aan tanpa dibayar, paling singkat

selama 40 jam dan paling lama240iam, dibawah pengawasan dari probation

officer.az

Meskipun sukses-sejak tahun 1970 hingga tahun 1989,€ lebih dari
35.000 dilaksanakan CSO setiap tahun, terdapat kesulitan terutama yang

berkaitan dengan pelaku yang gagal bekerja. Selain masalah ketidakhadiran
pelaku, sebagian pihak menganggap CSO sebagai kerja paksa. Penelitian

mengenai CSO juga menunjukan pertentangan mengenai cara terbaik
mengatasi ketidakhadiran pelaku dalam menjalankan CSO. Pertama,
ketegasan mengenai kehadiran pelaku sebagai tanggungjawabnya
menjalankan CSO. Dalam hal ini ketidakhadiran dianggap sebagai

sMufadi, Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sisten Pendilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, 2002, hal 1 54.
4oCommunity servbe mulai sebagai sanksi yang dilembagakan di California pada tahun 1960-an
dan menyebar ke Inggris pada tahun 1970-an, Skotlandia pada tahun 1980, dan Belanda pada
1990-an, dalam Michael Tonry, Penal Reform,hal. 11.
11 Andrew Willis and Tina Eadie, Natlbnal Sfandards For Discipline, hal. 412.
a2Peter Hungerford-Welch, Criminal Litigation & Sentencing, London, Sidney: Cavendish Publish-
ing Limited, hal. 662.
€Artikel ini ditulis pada tahun 1989.
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pelanggaran. Kedua memberikan toleransi atas ketidakhadiran pelaku dalam

menjalankan CSO. Pada akhirnya pertentangan ini dapat diatasi dengan

berfakunya The Nationa, Sfandars bersamaan dengan aturan baru

berdasarkan Pasal43 ayat (1) The Powerof the Criminal CourtAct 1973 dari

tanggal l April 1989. Ihe Nationatsfandars mengatur mengenai kehadiran

dan ketepatan waktu bagi pelaku dalam menjalankan CSO. The National

Sfandars menentukan bahwa alasan yang dapat diterima atas kegagalan

pelaku dalam menjalankan CSO adalah karena alasan medis atau pelaku

memiliki tanggung jawab dalam situasi yang serius (kritis), atau karena

persyaratan kerja..4

2. Australia
DiAustralia, community seruie pertama kali masuk pada tahun 1972

sebagai alternatif pidana penjara. Community se/vice merupakan transisi dari

pidana penjara dan di sebagian besar yurisdiksi sebagai pidana yang berdiri

sendiri. Negara bagian Mctoria dan Western Australia telah menggabungkan

pidana percobaan dan CSO ke dalam perintah yang berbasis masyarakat.+

CSO mensyaratkan seorang pelaku untuk melakukan pekerjaan atiau kegiatan

lainnya dalam masyamkat dibawah arahan probation officer' Di Queensland,

jenis pekerjaan atau kegiatan harus dinyatakan dengan tepat oleh Kepala

Executive Department of Conective Services. Di negara tersebut, community

service ditetapkan tidak untuk keuntungan organisasi. Sedangkan diTasmania,

lokasi proyek juga perlu disetujui, tetapi terbatas kepada individu atau

organisasiyang tidak dapat melakukan pekerjaannya sendiri, atau membayar

orang lain untuk melakukannya dan tidak ada orang lain yang bersedia untuk

melakukan pekerjaan tersebut.6

3. Belanda
Di Belanda, sejak tanggal 1 Desember 1989, diberlakukan uu tanggal

25 Oktober 1989, Sfb. 1989, 482. UU tersebut mengatur mengenai cso.
Karakteraltematif dari CSOadalah dalam halhakim akan menjatuhkan pidana

penjara tidak lebih dari 6 bulan. Dengan kata lain, jika hakim hendak

menjatuhkan pidana penjara lebih dari 6 bulan, tidak dapat menggunakan

altematif tersebut. CSOtidak akan diberikan sebagaialternatif terhadap pidana

14 Andrew Willis and Tina Eadie, Nafional standards For Discipline, hal 412 - 413.
a5 Gerafdine Mackenzie and Nigel Stobbs, Pinciples of Sentencing, Sidney, NSW: The Federation

Press, 2010, hal. 165-166.
sliDrd, hal. 166.
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bersyarat, pidana denda atau kurungan pengganti. Alasannya karena CSO

adalah lebih berat ketimbang pidana bersyaraUpercobaan penuh, pidana

denda atau kurungan pengganti. Mengenai sifat dari tindak pidana yang

dilakukan dan personalitas terdakwa tidak menjadi syarat dijatuhkannya

cso.47
Suatu vonis, selain CSO harus juga dicantumkan pidana penjara yang

oleh hakim dinyatakan tidak akan dijalankan, namun akan dijalankan jika ia

tidak memilih menjatuhkan CSO. Oleh karena itu pula ditetapkan bahwa CSO

hanya dapat diberlakukan sebagai alternatif atau pengganti dari pidana pokok

yang semestinya d'rjatuhkan. Vonis juga harus mencantumkan: (a) jumlah jam

kerja yang disyaratkan dan harus dipenuhi; (b) awalperhitungan jangka waktu

pekerjaan tersebut, segera setelah vonis memiliki kekuatan hukum pasti, serta
juga kapan pekerjaan tersebut harus diselesaikan; (c) jenis pekerjaan yang

harus dilakukan; (d) maksimal jumlah jam kerja bagi CSO (maksimal 240

jam).*
Dala m bu ku nya " D e Ko rte V rii h e ids straf al s V riietiid ssfraf', Sch aff m eister

mengartikan pidana penjara atiau kurungan untuk tidak lebih dari 6 bulan

adalah pidana badan singkat. Batas waktu ini di berbagai negara ditentukan

berdasarkan pertimbangan bahwa dalam batas waktu tersebut perlakuan

penitensier masih mungkin dilakukan. Di Belanda, batas waktu yang juga

dapat digunakan, selain batas waktu 6 bulan tersebut adalah batas waktu 3

bulan karena pidana penjara/kurungan maksimum 3 bulan ini, yang dapat
dijatuhkan berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Beginselenwet Gevangeniswezen

(UU Pokok tentang Pidana Penjara), dapat dilaksanakan di rumah tahanan

dan tidak di penjara.le

Hakim tidak akan menjatuhkan CSO kecuali atas persetujuan
terdakwa. Tanpa adanya persetujuan terdakwa maka pekerjaan yang

ditetapkan sebagai sanksi pidana akan dianggap sebagai kerja paksa. Pada

gilirannya bentuk pemaksaan kerja tanpa bayaran tersebut akan dianggap
melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) Konvensi Eropa tentang Hak Asasi
yang menetapkan bahwa tidak seorangpun boleh dipaksa melakukan suatu
pekerjaan. Larangan yang sama juga tercantum dalam PasalS ayat (3) ICCPR.

Komisi HAM Eropa berpandangan bahwa persetujuan yang harus diberikan
terdakwa akan sekaligus menghilangkan unsur pemaksaan dari bentuk pidana

ini. Hal ini kemudian dipertegas dengan kenyataan bahwa inisiatif untuk
memberlakukan pidana kerja sosial juga datang dari terdakwa sendiri.

47Jan Remmelink, Hukum Pidana, hal.478 - 479.
aolbid., hal. 481 .
aeD. Schaffmeister, De Kode Vrijheidsstraf als Vrijetijdsstraf, hal 12.
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Mengacu kepada karakter kesukarelaan tersebut maka dapat dikatakan bahwa

ketentuan Pasal 1 dan Pasal2 KonvensiJenewa tentang Penghapusan Wajib

Kerja atau Kerja Paksa tahun 1930 dan Pasal 1 Konvensi Penghapusan Kerja

Paksa tahun 1957 tidak akan menjadi halangan bagi pemberlakuan CSO.50

Pidana ini merupakan pekerjaan yang dilakukan demi kepentingan

pelayanan masyarakat umum namun tidak menutup kemungkinan bahwa

selain melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk organ-organ hukum publik

(misalnya pemerintahan, rumah sakit) juga akan diperbolehkan melakukan

pekerjaan demi kepentingan partikelir. Memoie van Toelichting (MvT) dalam

konteks ini membayangkan lembagalembaga yang bekerja dalam bidang

kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, kerja sosial budaya, perlindungan

pelestarian alam, dan lembaga bantuan sosial lainnya. Sifat pekerjaan yang

dilakukan dalam konteks CSO harus diupayakan berkorelasi dengan tindak

pidana yang dilakukan terpidana. Oleh karena itu, orang yang bersalah

melakukan perusakan fasilitras umum dapatdihukum untuk bekerja pada dinas

kebersihan pemerintah daerah atiau dinas tiaman kota. Halyang harus dihindari

adalah memberikan pekerjaan yang sepenuhnya ditujukan pada memperbaiki

kerusakan konkret yang telah ditimbulkan tindak pidana yang bersangkutan'

Jika hal demikian yang terjadi maka tidak dapat lagi dikatakan bahwa telah

dijatuhkan pidana sebagai pengganti pidana badan singkat. Justru yang

mendominasi adalah gagasan penggantian kerugian akibat kejahatan yang

dilakukan.5r

4. Bosnia And Herzegovina
Pasal 43 Criminat code (KUHP) Bosnia dan Herzegovinas2

menentukan bahwa apabila pengadilan atau hakim menjatuhkan vonis penjara

selama tidak melebihi 6 bulan maka dengan persetujuan terdakwa, hakim

dapat memutuskan bahwa pidana penjara tersebut, diganti dengan

Community Service. Keputusan untuk mengganti penjara dengan pidana

tersebut harus didasarkan pada penilaian bahwa, pidana penjara tidak akan

diperlukan untuk mewujudkan tujuan pidana, tetapi pada saat yang sama

pidana percobaan tidak akan cukup untuk mencapaitujuan umum dari pidana.

community seryice tersebut harus ditentukan untuk jangka waktu

yang sebanding dengan pidana penjara yang ditetiapkan, dari minimal sepuluh

sampai maksimal enam puluh hari kerja. Jangka waktu untuk melakukan

Community Service harus tidak lebih pendek dari 1 bulan atiau lebih dari 1

sJan remmelink, Hukum Pidana, hal. 47 8479.
51/bid., hal. 478479.
s2ChapterT tentang Punishmentdalam criminat code of E0sniaAnd Hezeg0vina,
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tahun. Dalam menilai durasi Community Service, serta jangka waktu
kinerjanya, pengadilan harus mempertimbangkan penjara yang ditetapkan
yang diganti dan kemungkinan mengenai keadaan pribadi dan pekerjaan
pelaku. Apabila, pada batas akhir periode yang ditentukan, terpidana belum
selesai atau hanya sebagian menyelesaikan Community Seruice, pengadilan

akan membuat keputusan tentang pelaksanaan penjara untuk jangka waktu
yang sebanding dengan Community Seryrbe yang belum terpenuhi.

Penggantian pidana penjara dengan Community Servicejuga dapat
diterapkan dalam kasus mengganti denda dengan penjara sesuai dengan
ketentuan Pasal 47 KUHP Bosnia. Mengenaijenis dan tempat kerja dalam
Community Service harus dibuat oleh Departemen Kehakiman, dengan
mempertimbangkan kapasitas dan keterampilan terpidana.

5. Perancis
Criminal Code (KUHP) Perancis menentukan bahwa apabila

pelanggaran suatu tindak pidana dikenakan pidana penjara maka pengadilan

dapat menjatuhkan alternatif untuk penjara yaitu berupa community seruice.
Community seruice dilakukan untuk jangka waktu 40 sampai 210 jam tanpa
dibayar dan untuk kepentingan badan hukum publik atau asosiasi terakreditasi
u ntu k mendi rikan com m u nity seruioo. Pidana ini tidak dapat dipaksakan kepada
terpidana yang menolaknya atau yang tidak hadir di persidangan. Sebelum
melafui community seruice, ketua pengadilan harus menginformasikan kepada
terdakwa mengenai haknya untuk menolak melakukan pidana tersebut dan
merekam jawabannya. Community seruice juga dapat dikenakan sebagai
pidana tambahan terhadap pelanggaran ringan. Pidana ini dikenakan untuk
jangka waktu 20 sampai 120 jam.

Pengadilan yang menjatuhkan community seryice harus menentukan
periode dimana community seruice harus dilakukan, yang tidak melebihi 12
bulan. Hal inijuga menentukan mengenai pidana penjara atau denda yang
harus dikeluarkan oleh terpidana untuk kegagalan mematuhi ketentuan
cammunity seruice. Pefiode berakhir pada saat selesainya seluruh pekerjaan.
community service dimungkinkan untuk dihentikan sementara karena alasan
medis yang serius, keluarga, profesional atiau alasan sosial.a

KUHP Perancis juga menentukan bahwa pengadilan yang telah
menjatuhkan vonis penjara tidak lebih dari 6 bulan dan tidak lagi diajukan
banding oleh terpidana, dapat menangguhkan pidana penjara tersebut dan
terpidana harus melakukan community seruice untuk kepentingan pemerintah

''Act no. 200+2a of 9 March 2004 aftide 174 2' officiat Jumat of l0 March 20(M, in torrp 91
DecB'mber2006

586 Kajian Vol 17 No.4 Dosember2012



daerah, badan publik atiau asosiasi. Communlty servrbe dilakukan untuk jangka

waktu tidak kurang dari 40 jam atau lebih dari 210 dan tidak dibayar.s

6. Georgia
Pengadilan Federaldi Northern District of Georgia telah menunjukkan

bahwa community seruicedapat membangun kepercayaan antara pelaku dan

masyarakat yang membawa manfaat bagi pelaku, masyarakat, dan sistem

pemasyarakatan. Meskipun CSO inheren termasuk aspek punitive, namun

merupakan tantangan bagi pelaku untuk meningkatkan ketram pilannya. Pada

saat yang sama, pelaku memberikan kontribusi kepada masyarakat yang

benar-benar dibutuhkan dan dihargai. Konsep community seruice membantu

pelaku dengan membawa mereka dalam hubungan dengan anggota

masyarakat yang berperan sebagai model dan mentor. Hal ini merupakan

proses memanusiakan pelaku, meningkatkan harga diri, dan anggota

masyarakat menyadari bahwa penjahat hanyalah orang-orang yang tidak lebih

baik atau tidak lebih buruk dari mereka.5s

cso di Northern District of Georgia merupakan alternatif pidana

penjara dan dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan penerimaan

masyarakat dan karakteristik pelaku. Program community servrbe telah

membawa pelaku dan masyarakat bersama-sama memberikan layanan yang

berharga kepada masyarakat, selama dekade terakhir telah menyelamatkan

wajib pajak daribiaya penjara. Lima puluh empatpelaku dilacak melaksanakan

CSO selama 40 jam per minggu selama 6 bulan atiau lebih, telah berhasil

menyelesaikan program kerja mereka. Hanya 1 orang pelaku yang gagal

menjalankan program tersebut dan sebagai konsekuensinya adalah

menjalankan pidana penjara atau kurungan. Dalam beberapa tiahun, sebanyak

5 persen dari pelaku yang menjalankan cso diterima sebagai pegawai

permanen sebagai hasil dari pelaksanaan CSO tersebut.s

Di beberapa negara lainnya, PKS juga sudah diberlakukan seperti di

Amerika Serikat, Singapura, dan Rusia. DiAmerika Serikat, pidana inijarang

digunakan sebagai alternatif pidana penjara ataupun sebagai pidana yang

berdiri sendiri, melainkan sebagai salah satu di antara banyak persyaratan

@t 6 Deoember I 9.92 Artictes 352 and 373 Officia! Joumat of

23 December lilg2 into force 1 March 1994) Updated 1z1}noc/5 - Page 221132 (Act no' 1995'

125 of 8 February 1995 Article 45 Officiat Joumal of 9 February 1995)'
ssRichard J. Mahir, Supervising United States Probation Officer, Norther District of Georgia, Com-

munity Service: n CooO ldea Tiat Works, Federal Probation June 1 994, Copyright @ 1994; Rich-

ard J. Maher, hal. 20.
$lDid., hal. 20-23.
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untuk pidana percobaan.5T Sedangkan di Singapura community service
diperkenalkan sebagai persyaratan percobaan (a condition of probation).

Community seruice di Singapura adalah perintah pengadilan kepada pelaku

untuk melakukan pekerjaan yang tidak dibayar dalam waktu (am) tertentu.

Community seruice dapat dijatuhkan sebagai persyaratan percobaan atau

sebagai perintah yang berdiri sendiri.s Di Rusia, CSO berlangsung selama

60 sampai240 jam,jadimaksimum sepuluh kali24iam dan tidak boleh lebih

dari empat jam sehari. CSO di Rusia tidak boleh diberlakukan kepada orang

cacat (berat), perempuan hamil, perempuan yang anaknya berumur kurang

dari 8 (delapan) tahun, wajib militer, dan anggota militer yang berdasarkan

kontrak yang berpangkat prajurit dan sersan.5e

Di beberapa negara Eropa, PKS dapat menjadi syarat diterapkannya

grasi. Di Belanda misalnya, grasi dapat dijatuhkan kepada terpidana dengan

syarat, bahwa terpidana harus melaksanakan PKS. Selanjutnya dalam
perkembangannya, PKS dapat menjadi syarat untuk dapat dilakukan
pelepasan bersyarat bagi narapidana. Perkembangan ini sudah terjadi di

Jerman berdasarkan Pasal153a Kitab Undang-Undang HukumAcara Pidana

Jerman.60

Berdasarkan pengaturan PKS di beberapa negara tersebut maka
keberadaan PKS adalah sebagaisebagaialternatif dari pidana penjara jangka
pendek, sebagai alternatif dari pidana denda, sebagai persyaratan percobaan,

sebagaipersyaratan diterapkannya grasi, ataupun sebagaipidana yang berdiri

sendiri. PKS merupakan sanksi pidana untuk melakukan pekerjaan tanpa

dibayar namun pelaksanaan pidana ini harus mendapatkan persetujuan

terdakwa.
Pengaturan PKS dalam RUU KUHP tidak jauh berbeda dengan

pengaturan PKS di negara-negara lain yang sudah mengatur dan
melaksanakan pidana tersebut. Dalam RUU KUHP, PKS merupakan
alternative terhadap pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6
bulan atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda Kategori l,
mensyaratkan adanya persetujuan terdakwa, dan pelaksanaannya yaitu

dengan melakukan pekerjaan tanpa dibayar.

Beberapa negara mensyaratkan bahwa PKS hanya dapat diterapkan
terhadap terpidana yang telah melakukan tindak pidana tertentu yaitu terhadap

sBee Lian Ang , Community-Based Rehabilitation of Otrenders in Singaporc, Annual Report For
2Q02 and Resource Material Series No. 61 , (UNAFEI), Fuchu, Tokyo Japan, September 2003, hal.
1 68.
ssAndi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Edisi Ketiga, Jakarta: Sinar
Grafika, 2009, hal. 26.
ffTongat, Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana lndonesia, Jakarta: Djambatan,
2002, hal. 9.
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tindak pidana yang tidak terlalu berat.6l Namun beberapa negara lainnya tidak

diatur demikian. Sepanjang hakim menjatuhkan vonis penjara yaitu tidak

melebihi batas waktu tertentu atau menjatuhkan vonis berupa denda yang

tidak melebihijumlah tertentu maka hakim dapat menjatuhkan PKS sebagai

alternatif pidana penjara atau denda tersebut. Ketentuan inijuga diatur dalam

RUU KUHP Pasal 86 ayat (1) yang menentukan bahwa jika pidana penjara

yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 bulan atau pidana denda tidak lebih

dari pidana denda Kategori I maka pidana penjara atau pidana denda tersebut

dapat diganti dengan PKS. Artinya seseorang yang melakukan tindak pidana

apapun dimungkinkan dapat dikenakan PKS sebagai alternatif pidana penjara

atau pidana denda apabila pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak lebih

dari 6 bulan atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda Kategori l.

Terkaitdengan rumusan Pasal36 ayat (1) RUU KUHP tersebut, para informan

dalam penelitian ini memberikan masukan bahwa seharusnya tidak semua

terpidana dapat dikenakan PKS. Salman Luthan62 misalnya, berpendapat

bahwa sebaiknya PKS dikenakan terhadap pelaku yang melakukan tindak

pidana ringan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara

maksimal 5 tahun. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh beberapa

informan lainnya agar terpidana yang dapat dikenakan PKS adalah terpidana

yang melakukan tindak pidana ringan, nilaitindak pidana kecil, motivasidalam

melakukan tindak pidana, adanya perdamaian dengan korban, pelaku pemula,

dan masa pemidanaan singkat.63

Di negara-negara yang sudah menerapkan program perbaikan dan

pembinaan di luar penjara termasuk diantaranya PKS, pidana ini terutama

dilaksanakan dirumah sakit (RS), panti jompo dan yayasan sosial lainnya.

Demikian pula PKS, dalam penjelasan Pasal36 RUU KUHP disebutkan bahwa

pelaksanaan PKS dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti

lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak

mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.

61/brd., hal. '10.
62Salman Luthan (hakim agung MAdan dosen hukum pidana Ull Yogyakarta), disampaikan dalam

Focus Group Discussion tentang Pidana Kerja Sosial, Fakultas Hukum Ull, tanggal 22 April2011 .

63Masukan ini disampaikan oleh Surastini Fitriasih (dosen hukum pidana Ul), dr. Asri Rahmat Hidayat

(Direktur RS Dharma Usada Bali), dr. l.A. Ratih Komala Dewi (Direktur Utama RS Surya Husadha

bali), dr. Denny Thong, Sp. Kj. (Direktur Utama Bali tntemational Medical Center(BIMC)), Bambang

nejtu OlalaOi lOiret<tur Operasional RS JIH Yogyakarta), Dr. Purwoadi Sujatno, Sp.Pd (Direktur

nS eetheida Yogyakarta) dan Adhiyatno Priambodo (Bagian Legal RS Bethesda Yogyakarta)'

wawancara aengan Muhammad Lutfi (Ketua PN Yogayakarta) dan hakim PN Yogyakarta (Tinuk

Kushartati, Ristilndrijani, Suryawati, Setyaningsih Wijaya, B. Yenni Warita), dan beberapa hakim

di PN Denpasar Bali.

Pidana Kerja Sosial ...... 589



Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengetahui bagaimana
tanggapan pihak RS mengenai PKS. Sebagian besar pihak RS yang menjadi
informan dalam penelitian ini setuju apabila narapidana menjalani pKS di
RS. Meskipun setuju, terdapat kekhawatiran pihak RS apabila terpidana
bekerja di RS mereka. oleh karena itu pihak RS memberikan catatan apabila
terpidana bekerja di RS mereka, yaitu antara lain: bahwa terpidana bekerja di
back office (bukan pekerjaan yang memberikan pelayanan langsung kepada
masyarakat atau pasien)s atau langsung terkait dengan teknis medis meskipun
sebelumnya pelaku memiliki latarbelakang profesi medis,6s harus
memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan di RS,56 serta
memperhatikan latar belakang sosial terpidana.6T

Sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (2) RUU KUHp, dalam
penjatuhan PKS maka hakim wajib mempertimbangkan tidak hanya
latarbelakang sosialterdakwa melainkan juga usia layak kerja terdakwa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang undangan, persetujuan terdakwa
sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan
dengan PKS, perlindungan keselamatan kerja terdakwa, keyakinan agama
dan politik terdakwa, dan kemampuan terdakwa membayar pidana denda.
Penjelasan Pasal36 RUU KUHP menyebutkan bahwa persetujuan terdakwa
sesuai dengan ketentuan dalam Forced Labour convention (Geneva
convention 1930), the convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedom (Treaty of Rome 19s0), the Abotition of Forced Labour
convention (the Geneva convention, 1957) dan the tnternationat covenant
on civil and Political Rights (the New York convention, 1966). pKS ini tidak
dibayar karena sifatnya sebagai pidana, oleh karena itu pelaksanaan pidana
ini tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat komersial. Riwayat sosial
terdakwa diperlukan untuk menilai latar belakang terdakwa serta kesiapan
yang bersangkutan baik secara fisik maupun mental dalam menjalani
pidana tersebut.

Meskipun sebagian besar informan setuju dengan adanya pKS
terdapat informan dari RS yang tidak setuju dan mengkhawatirkan jika pidana
tersebut diterapkan. Menurut informan tersebut, penempatan di RS adalah

eWawancara peneliti dengan Bambang Hestu Djajadi (Direktur Operasional RS JIH yogyakarta)
pada tanggal 20 April 2011 dan dengan dr. l. A. Ratih Komala Dewi (Direktur utama nb surya
Husadha Bali) pada tanggal 24 Juni 2011.
6sWawancara peneliti dengan dr. Asri Rahmat Hidayat (Direktur RS Dharma Usada Bali) pada
tanggaf 21 Juni2011.
$\Alawancara peneliti dengan dr. t.A. Ratih Komala Dewi (Direktur Utama RS Surya Husadha Bali)
pada tanggal 24 Juni2011.
6TWawancara peneliti dengan dr.Denny ThonS, Sp. Kj. (Direktur Utama Bali International Medical
Center (BIMC)) pada tanggat 23 Juni 2011.
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hal yang tidak tepat karena RS merupakan institusi khas dengan tuntutan

'skill dan moral'yang terlalu riskan jika menerima 'pegawai'dengan status

terpidana, apalagijika tidak memiliki background di bidang kesehatan' Terdapat

faktor-faktor yang perlu diantisipasi yaitu mengenai resiko dan pengaruh yang

akan diderita institusi yang dititipi narapidana serta pihak mana yang akan

bertanggungjawab jika terjadi kerugian. Menurut mereka, RS jangan dibebani

lagi dengan pekerjaan lain di luar tanggungjawab pokoknya. Mereka berharap

agar gagasan mengenai PKS dikaji dan ditindaklanjuti dengan uji publik.68

Gagasan mengenai program perbaikan dan pembinaan di luar penjara

termasuk dalam hal ini adalah pidana kerja sosial, dikenal dengan gagasan

deinstitusiona/isasi berdasarkan pada pemikiran bahwa tujuan dari sistem

peradilan pidana yang humanis (a humane sysfem of criminal iustice) dan

oleh karena itu juga a humane society, akan lebih dapat dipenuhi atau dicapai

apabila sebagian besar pelanggar diresosialisasikan, diintehrasikan, dan

direhabilitasikan dengan sarana-sarana lain yang tidak merampas

kemerdekaannya. Dengan deinsfifusionarisasi akan menyebabkan duku n gan

dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat di dalam penyelenggaraan

perbaikan, selain untuk mengurangi beban penjara baik dilihat dari

kemampuan daya tampungnya maupun biaya ekonomis

pengoperasionalisasiannYa.6e

oleh karena itu, uji publik memang perlu dilakukan karena PKS

sebagai sanksi pidana baru dan belum pernah diterapkan harus didasarkan

kepada penerimaan sosiologis masyarakat, terutama karena dalam praktekTo

pidana ini dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat, terutama

yang mempunyai kepentingan atas substansi RUU berhak memberikan

masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan dan pembahasan

RUU tersebut.Tr Perlu suatu kajian bagaimana kemungkinan keberhasilan

atau kegagalannya apabila pidana tersebut diterapkan, tidak hanya terkait

dengan stigma masyarakat terhadap terpidana namun juga bagaimana

kesiapan masyarakat terhadap pelaksanaan pidana tersebut termasuk

kemungkinan lainnya yang perlu diantisipasi seperti ketidakhadiran atau tidak

dilaksanakannya pidana oleh terpidana.

ffisa|ahseorangDirekturRsPKUMuhammadyahYogyakartapada
tanggal 20 April 2011.
utgiiOa Nawawi Arief, Masatah Pidana Perampasan Kemerdekaan Dalam KUHP Baru' Makalah

disampaikan pada Lokakarya Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana tentang sanksi Pidana'

diselenggarakan oleh: BPHN, Jakarta, 5 - 7 Pebruari 1986' hal 21 '
toprakt;LpKS di negara-negara lain yang sudah mengaturdan menerapkannya.
TlPasal 96 UU No. l2Tahun ZOtt tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan'
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Menurut Surastini Fitriasih, pengaturan dan pelaksanaan pKS tidak
hanya hanya harus memikirkan bagaimana penerimaan masyarakat melainkan
juga bagaimana pemahaman hakim tentang pidana tersebut, pengawasan
terhadap penjatuhan dan pelaksanaannya, serta bagaimana perlindungan
terhadap masyarakat dan bagaimana pula hak-hak korban.72

Beberapa informan menyampaikan pendapatnya bahwa meskipun
setuju terhadap PKS namun sebaiknya pidana tersebut dilaksanakan di
instansi-instansi pemerintah, bukan di sektor swasta,73 seperti Dinas
Sosial,T4Kementerian Hukum dan HAM,75 dan dapat juga dilakukan di panti-
panti sosial.76 Sedangkan mengenai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan
penerapan PKS, informan dalam penelitian ini memberikan pendapat yang
beragam. Menurut mereka kemungkinan keberhasilan dan kegagalan pKS

tergantung kepada lembaga yang mengawasi pelaksanaan pidana tersebut,
koordinasi antar kementerian terkait, pembekalan untuk pelaku termasuk
mempersiapkan mentalnya (terkait dengan kesiapan pelaku menjalani pidana),
dan bagaimana penerimaan masyarakat (terkait dengan stigma masyarakat
terhadap terpidana sebagai orang yang jahat). Sedangkan ukuran
keberhasilan PKS yaitu apabila: terpidana tidak mengulangi tindak pidana,
terjadi penurunan angka tindak pidana, dan masyarakat menerima terpidana.

Meskipun terdapat negara-negara yang sudah mengatur dan
merierapkan PKS, swedia adalah negara yang tidak menerima pidana tersebut
sebagai alternatif pidana penjara karena efektivitas PKS belum teruji. pKS
memerlukan keahlian dan ketrampilan kerja padahal mayoritas penghuni
penjara di Swedia adalah pemabok dan pecandu narkotika yang malas
bekerja. Pekerjaan di swedia bersifat profesional sehingga sulit dilaksanakan
oleh terpidana, bekerja adalah jalan hidup karena itu tidak mungkin dipandang
sebagai pidana.

zSurastini Fitriasih. Pidana Kerja Sosial Dalam RUU KUHP, disampaikan dalam Focus Group
D,lscussrbn tentang Pidana Kerja Sosial SebagaiAlternatif Pidana Penjara Jangka pendek, pusit
Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi setjen DpR Rt, tanggal 23 pebru;ri 2011.
lwawalcara peneliti dengan Muhammad Lutfi (Ketua pN yogyakarta) dan setyaningsih wijaya
(hakim PN Yogyakarta) pada tanggal lgAprit 2011.
7{ Keterangan yang disampaikan oleh Kepolisian Daerah yogyakarta tanggal 2e April 2011,
Kepolisian Daerah Bali tanggal 21 Juni 2011, dan beberapa hakim di eH oLnpasar tanggal 21
Juni 2011.
TsKeterangan disampaikan oleh Kepolisian Daerah Bali tanggal 21 Juni 201i.
T6Keterangan disampaikan oleh hakim PN Yogyakarta: Tinuk Kushartati dan Suryawati, tanggal
19April2011.
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I

lll Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan
Pembaruan pidana dan pemidanaan termasuk diantaranya penentuan

sanksi PKS sebagai sanksi pidana baru dalam RUU KUHP merupakan
perkembangan ke arah individualisasi pemidanaan. lde ini mengacu pada

teori rehabilitasi yang mempunyai asumsi bahwa penjahat merupakan orang
sakit yang memerlukan pengobatan. Berdasar pada ide individualisasi
pemidanaan maka dalam menjatuhkan PKS hakim wajib mempertimbangkan
hal-halyang bersifat individual pada diri pelaku, seperti: pengakuan terdakwa
terhadap tindak pidana yang dilakukan; usia layak kerja terdakwa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang undangan; persetujuan terdakwa
sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan
dengan PKS; riwayat sosial terdakwa; perlindungan keselamatan kerja
terdakwa; keyakinan agama dan politik terdakwa; dan kemampuan terdakwa
membayar pidana denda.

Teori rehabilitiasi memusatkan perhatian pada karakteristik ind ividu dari
terdakwa yang membutuhkan penyembuhan dan campur trangan pihak lain.

Penyembuhan individual ini secara logis konsisten dengan bentuk pemidanaan

indeterminasi yang memberi keleluasan kepada hakim untuk memberikan
pengurangan pidana sesuai dengan diskresinya untuk membebaskan atau
menghukum pelaku demi masa depannya. Rehabilitasi mengajarkan bahwa
kita harus melakukan tindakan kepada tiaptiap pelanggar sebagai seorang
individu dengan mengetahui sebanyak mungkin apa keperluan dan masalah

mereka sehingga kita dapat melakukan tindakan secara efektif.

Di beberapa negara terutama negara-negara maju, PKS telah diatur
dan diterapkan. Di sebagian negara-negara yang sudah menerapkan PKS,

pidana ini dinilai efektif sebagai alternatif pidana penjara. Namun disebagian

negara-negara lainnya, pelaksanaan pidana ini juga menghadapi
permasalahan, seperti: terpidana yang tidak menyelesaikan PKS (berhenti di

tengah jalan), masalah ketidakhadiran, atau terpidana yang tidak memiliki

dorongan atau motivasi untuk melakukan PKS tersebut.

B. Rekomendasi
1. Pada dasarnya unsuryang esensial di dalam hukum adalah bahwa aturan

tersebut dapat diterima oleh masyarakat sehingga aturan tersebut
mempunyai sifat mengikat.Oleh karena itu terhadap rencana pengaturan

dan penerapan sanksi pidana PKS, tidak hanya membutuhkan kajian dan

analisa pakar hukum pidana, tidak kalah penting diperlukan uji publik untuk

I
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mengetahui bagaimana penerimaan masyarakat atau pihak-pihak yang
berkepentingan terhadap penerapan pidana tersebut. Hal ini terkait dengan
masih adanya stigma masyarakat terhadap narapidana sebagai orang '
yang telah melakukan perbuatan pidana.

2. Di beberapa negara yang sudah mengatur dan menerapkan pKS masih
menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Terkait haltersebut l

maka PKS sebagai sanksi pidana baru dan belum pernah diterapkan di
lndonesia memerlukan pendekatan multidimensional yang bersifat
mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak
yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.

3. Penerapan PKS harus diikuti dengan peraturan pelaksanaan yang
jelas dengan mempertimbangkan tidak hanya perlindungan terhadap
terpidana melainkan juga bagaimana jaminan perlindungan terhadap
masyarakat.
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